
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Proplnsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentar,g Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

• 

Meoimbang: a. bahwa datam rangka mempenmudah nm Penilai Pola Pengetotaan 
Keuangan Badao Layanan Umum Oaerah terhadap usulan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau Unij Kerja Kabupaten Temanggung 
yang akan menerapkan PPK-BLUO harus dllakukan secara cermat, 
transparan dan obyektil; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud hurul a 
dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor PER/62/PBl2007 teotang Pedoman Penilaian Usulan 
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum, 
penu menetapkan Peraturan Bupafi tentang Pedoman Penilaian 
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Dae rah; 

BUPATI TEMANGGUNG, - ' 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 3f TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM OAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG 

• 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Repubtil< Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585): 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinetja lnstansi Pemerlntah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12.Peraturan Oaerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 7); 

13.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah: 

14.Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.0212006 tentang 
Persyaratan Admlnistratif Oatam Rangka Pengusulan Dan 
Penetapan Satker lnstansi Pemerintah Untuk Menerapkan PPK 
BLUO sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 11 g/PMK.0512007; 

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006 tentang 
Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU; 

16. Pera tu ran Menterl Keuangan No. 09/PMK.0212006 tentang 
Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU sebagaimana tefah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Noma, 
109/PMK.05/2007: 

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelolaan, Dewan 
Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteru Keuangan Nomor 73/PMK.0512007; 

18. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA 
serta Ookumen Pelaksanaan ang9aran BLU; 



Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Bupati adalah Bupatl Temanggung. 
3. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Oaerah atau Unit Kerja pada Saluan Ketja Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasal1<an pada prinsip efislensl dan produktivitas. 

4. Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, yang setanjutnya 
disingkat PPK·SLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagal 
pengecuatian dari kelentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuanganlbarang BLUD pada batas­ 
batas tertentu yang dapal dikecuallkan dari ketentuan yang berfaku umum. 

6, Peningkatan status Sadan Layanan Umum Daerah adalah meningkatnya status 
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengetolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan ketja atau unit kerja 
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
penuh. 

7. Penurunan status Sadan Layanan Umum Daerah adalah menurunnya status 
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum Daerah penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah 
bertahap. 

8. Pencabutan status Sadan Layanan Umum Daerah adalah kembalinya status 
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah penuh atau Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah bertahap menjadl satuan kerja atau unit kerja biasa. 

, 9. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah setanjutnya disingkat BLUD SKPO adatah Satuan 
Ketja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

10. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya dislngkat 
BLUD-Untt Kerja adalah Unit Kerja pada Saluan Kerja Perangkat Oaerah di 
lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum Oaerah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEOOMAN PENILAtAN 
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH 

• 19. Peraturan Menter! Dalam Negerf Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengetolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah; 

20. Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 
62/PS/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan 
Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum; 



Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasal 4 
Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja. harus rnemenuhi persyaratan 
substantif, teknts. dan administtalif. 

• 

BAB Ill 
PERSYARATAN DAN PENILAIAN 

Pasal3 
(1) BLUD beroperasi sebagai unit ke~a pemerlntah daerah unluk tujuan pemberian 

tayanan umum yang pengelolanya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan 
oleh inslansi induk yang bersangkotan. 

(2) BLUD merupakan bagian perangkal pencapaian tujuan pemerintah daerah dan 
karenanya status hukum BLUD tidak terplsah dari pemertnlah daerah sebagai 
instansi lnduk. 

(3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 
pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segl rnanfaal tayanan 
yang dlhasilkan. 

(4) Pejabal yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati. 

(5) BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencartan 
keuntungan. 

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun 
dan dlsajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan 
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pernerintah daerah. 

(7) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis 
yang sehat, 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 2 
BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat datam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi 
dan produktivitas. dan penerapan praktek bisnis yang sehal. 

Bagian Kedua 
Asas 

BAB II 
TUJUAN DAN ASAS 

11. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renstta Bisnis BLUD adalah dokumen llma tahunan yang memuat visi, 
misl, program strategis, pengukuran pencapaia.n kinerja dan arah kebijakan 
operasional Badan Layanan Umum Daerah. 

12. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan 
minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat, 

13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsl organisasl berdasarkan 
kaidah-kaidah rnanajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang 
berrnutu dan beri<esinarnbungan. 

• 



Pasal 12 
Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembatl sepanjang 
memenuhl persyaratan sebagaimana danaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 11 
Penerapan PPK-BLUD berakhlr apabila : 
a. dicabut oleh Bupati alas usulan Kepala SKPD melalui Sekretaris Oaerah; atau 
b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

• 

Bagian Kedua 
Pencabutan 

Pasal 10 

Status BLUD bertahap sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8, dapat ditingkatkan 
menjadi BLUD penuh alas usul pemimpin BLUD kepada Bupati sesual dengan 
mekanlsme penetapan BLUD. 

(1) Dalam hal persyaratan subtanti[ dan teknls terpenuhi, namun perayaratan 
adminlstratlf dinilai belum terpenuhl secara memuaskan, diberikan status BLUD 
bertahap. 

(2) Persyaratan administratif dinilai belum memenuhi secara memuaskan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1). jika dokumen pe,syaratan administratil 
belum sesuai dengan yang dipe,syaratkan. 

Pasal 9 

Status BLUO penuh diberikan apabna seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilal memuaskan. 

PasalB 

Bagian Kesalu 
Penetapan 

Pasa17 
Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUO dapat berupa pemberian status BLUO 
penuh alau BLUO bertahap. 

BAB!V 
PENETAPAN DAN PENCABUTAN PPK-BLUO 

Pasal 6 
Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 
Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penila, yang keanggotaannya 
ditetapkan Bupati. 

Bagian Kedua 
Penilaian 



• 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR .}j . 
BAMBANG AROCHMAN 

SEKRETARIS DAERAH 

Oiundangkan dl T emanggung 
pada tanggal 18 M~ .ui11 

D~etapkan di Temanggung 
lltl!J; 1 .2 0 // SEK DA ~ ~ 

A jEN .s. 
I t I I ii 

1\ABAG HUKVM ' - " . ~ . ... 

Pasal 13 
Peraturan Bupati lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

• 

' • 



• 
. . 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR ..... lj. ....... 
-------- 

BAMBANG AROCHMAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

Diundangkan di Teman99un9 
pada tanggal ID A.f~UT .2clf 

HASYIM AFANDI 

Ditetapkan di Temanggung 

padatangg ~ ~t/ 
BUPATI T UNG, 

Pasal13 
Peraturan Bupafl inl mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang menget.ahuinya, memertntahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Temanggung. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 



SERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 1~ .. 

.. 
• 

l., 

---·---------------- 
SAMSANG AROCHMAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KASUPATEN TE NG. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 

-- ' 
HA 

Oitetapkan di Temanggung 
JI ~f!!pr 2-¢11 

UNG, 

Pasal 13 
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Temanggung. 

BASii 
KETENTUANPENUTUP 



I. PENDAHULUAN 
A. LA TAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendahataan Negara 
memberikan landasan kep,ada tns1ansi pemerintah untuk menerapkan manajemen 

keuangan pemerin1ah yang efisien dan erektif Pasal 68 dan 69 UU tersebut secara 
khusus memberikan peluang kepada instans. pemerintah, yang tugas pokok dan 

rungsinya memberikan pelayanan kepada masyaraket untuk menerapkan pota 
pengelolaan keuangan yang flekstbel deogan menonjolkan produktiv!tas~ efis.iensi, dan 
efektlvitas. lnstansi yang de.miklan dise.but Sadan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 T ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum memberikan flekslbtlitas untuk menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat bagi instans. pemenntah. sebagai pengecuafian dari ketentuan 
umum pengetotaan keua.ngan negara PPK-BLUD merupa1<an contoh penerapan 

pengelolaan keuangan be.rbasis kinerja pads ln$tansl pemerintah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu.angen 

Daerah mengamanatkan khususnya daJam pasal 150 yaitu "Pe<foman teknis mengena1 
pengelolaan keuangan BLUO diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negen setelah 

memperolah peritmbangan Menteri Keuangan". Untuk ilu. telah di1etapk.an Pertura.n 
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah. 

Sehubungan dengan fleksibilitas ya_ng diberikan dan tuntutan peningkatan 
pelayanan P<Jblik, penelapan SKPDIUnit Kerja pada SKPD yang akan menerapl<an 

PPK-6LUD harus dilakukan dengan cermat. SKPD atau Untt Kerja pada SKPD yang 
telah memenuhl persyarat-an su'bstantif. tek.nis dan administratif dapat mengusutkan 

kepada kepala daerah un1uk menerapkan PPK·BLUD. Penetapan oleh Kepa!a Oaerah 
tersebut dllakukan setelah mendapatun pertimba.ngan dari Tim Penila! Tim pet1llai 
tersebut mempunyal tugas untuk menelrll dan mendal usutan penerapan PPK·BlUO .. 

Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasl. 

Sehubungan dengan petaksanaan tugas Tim Penllai dalam rangka 

mempem1udah penilaian, pe:rlu memperhatikan usulan, transparansi, dan obyektlvitas 
hasil penlla,an. Untuk ilu dipertukan suatu Pedoman Penllalan Usulan Penerapan Pola 
Peogelotaan Keuangan Sadan Layanan Umum Oaerah yang dap.at dlgunakan sebagai 

lnstn.,men penilalan 

• 

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN PPK·BLUD 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGG1JNG 
NOMOR ; JJ 'r IJFIV ,J ~II 
TANGGAL ; JI f,4,Se;/r ,>,Oil 

• 



Pelayanan umum berhubungan denga.n : 

a. penyediaan barang dal\latau [asa laya.nan umum untuk me(ngkaU<an kuafitas 
dan kuntltas petayanan masyarakat, dlutamakan pelayanan kesehatan: 

t>. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomi.an 

masyarakat atau layanan umum, tidak berfaku bagi pelsyanan umum yang 

hanya merupakan k&W(tnangan pemerintah daerah karena kewajfbannya 

• 

A Penilaian Persyaratan Subtantif dan T eknis 

t. Persyaratan sublantif 

Persyaratan StJbtantlf terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPO atau Unit Kerja 
menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasitkan s.emi barang/jas.a pubfik 
(qussipubllc goods) 

Ill. UNSUR-UNSUR PENILAIAN 

6. Penltai atau pengganti yang ditunjuk wajtb men}aga indepedensi, obyeklifttas dan 
kerahasiaan hasll penilaian. 

Tata tertlb tJm penila1 adafah sebagai berikut 

1 Tim penflal wajib hadir dalam rapat penilaian. 

2 Oalam hal anggola tlm penilal berhalangan, anggota !Im penllal te™>but dapal 

menunjuk pengganti yang memifiki komperensi di bidangnya dan pendapat yang 
disampafkan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim peniJai yang bel'Sangkutan. 

3. Tim penilal yang tida.k hadir dan tidak menunJuk pengganti dianggap menyetujul 
keputusan yang dlambd dalam rapat penilaian. 

4. OaJam hal terjadl pel'bedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan 

musyawarah/mufakat. Jika tidak dapat dlputuskan dengan musyawaratvmufakat maka 
dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedlkl1 seten:gah dari jumlah tim 
penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara. 

5. nm penllal atau penggantl yang ditunjuk wajib menandatanganl Serita Acara Has!! 
Penilaian. 

II. TATA TERTIB TIM PENILAJ 

' 

B. Tujuan 
Tujuan Pedoman Penitaian Usulan Penerapan PPK·BLUD tni adalah : 

1 Tersedianya acuan bagl Tim Penilai dalam mela.kukan penltalan atas usulan SKPD 
atau Unit Ke~a pada SKPO yang akan menerapkan PPK·BLUO. 

2. Tersusunnya Instrument penilaian bag! tim penital sesuai dengan karakterisb'k dan 
potensi daerah; 

3. Terjaganya obyekUvitas. transparansi dan kualitas penilaian. 

• 



d. standar pelayanan minimal; 

e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi taporan keuangan; dan 

f. laporan audit terakhfr atau pemyataan bersedla untuk diaudlt secara 
lndependen. 

• 
c. rencana strategis bisnis; 

Persysratan administratif te,penuhl, apabtla SKPO atau Untt Kecja membuat dan 
menyampaJkan dokumen yang meliputi: 

a. surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan klnerja pelayanan, 
keuangan dan manfaat bagi masyarakat; 

b. pola ta1a ketola; 

3. Persyaratan adminlstratif 

2. Persyaratan teknls 

Persyaratan teknis terpenuhi apabila : 

a. Kinerja pelayanan dibidan,g tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan 
pencapalan.nya melalui BLUO atas rekomendasl sekretaris daerah untuk SKPO 

alau kepata SKPO untuk Unit Ke~a, antara lain : 

(1) memiliki po1ensl untuk menlngkatk.an penyelenggaraan pelayanan seeara 
efektif, efislen dan produktif~ 

(2) memiliki spesifikasl teknls yang terkait langsung dengan layanan umum 
kepada masyarakal 

b. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Ke1a yang sehat ditunjukkan untuk tlngkat 

kemampuan pendapatan darl layanan yang cenderu~ meningkat dan efisien 
dalam membtayai pengeluaran. 

berdeearken persturan pen.mdang--undangan. 

Petayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah 
antara lain : layanan pungutan pajak daerah. layanan pembuaten Ksrtu Tanda 
Ponduduk (KTP), layanan pemberian lzin mendlriksn tnmgunan (IMB). 

PengeJolaan wilayah/kawasa.n tertentu antara lain kawasan pengembangan 

ekonomi terpadu. 

c, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi danlatau 
pelayanan kepada masyarakat antara lain: 

(1) dana bergu11r untuk usaha mikro. kecil dan menengah (UMKM): 

(2) dana perumahan. 



4. lndikatoc 

ll'W:fikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dar1 apa yang 
telah dltetepbn sebagai bahan untuk pengambilan keputusen. 

S. Unsur yang dinHai 

Unsur yang dinilal adalah unsur·unsur yang berus tercantum dan meru~k.an baglan darl 
dok.umen yang dinllal. Selengk:apoya tertera di dalam form ~nilakm. 

6. Nllal Per Unsur 

NilaJ per unsur adalah angka yang diberlkan pada seuap unsur darf unsur yang dinilai. Nila! per 
unsur menggunakan skaia dengan rentang angka antara O sam_pai dengan ID. 

7. 6obot per unsur 
Bobot per unsur Odalah pembobota.n terhadap unsvr yang dinllal yang sudah dftentukan di 
cla.lam pcdoman ini berdasarkan CAAL 

8. Has:11 Penilaian 

Hasif Penllalan ada:lah pengallan antara nll~ pada rentang ang_k.a penilaian deogan bobot unsur 
maslng•masing. 

9. Nilaf Total 

Nilai tot211 adalah hasll penllalan d1k.alik21:n den9t'n bobot dokumen administratlf. 

100% Total 

Bobot 
5% 

20% 
30% 
20% 
20% 

5% 

No Dokumen persya.ratan adm!nlstratlr 
I Pernyataan l(esanggupan Meningk.atkan Kinerja 
2 Pola Tata Ketola 

3 Rencana S'trategfs Bisnis 
4 Standar Petayanan Minimum 

S Laporan Keuangan Pokotc atau prognosa/proyeksi laporan keuangan. 
6 Laporan audrt terakhfr atau penyataan ~ia diaudlt. 

• 

' 
A. TATA CARA PENILAIAN 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah dltetapkan yang bensikan 

nomo, urut, dokumen administratif yang dlnflai, nflal bebot dokumen, indikator. unsur 
yang dinilai, nilal per unsur {da1am angka antsra 0- 10), bobot unsur yang dini1ai, hasil 
peni1aian per unsur, nl1ai akhlr. 
1. Nomor urul 

Nomor urut adalah nomor urutan dokumen admlnistrasi yang akan dinilai. 
2. Dokumen administratif yang dlnllal 

Dokumen adminlstratlf yang dinilai adalah dokumen-dokumen persyaratan 
adminlsttattf yang terdiri dari pemyataan kesanggupan, Pola tata kelola, rencana 
strategis bisnis, laporan keuangan pokok. stander pelayanan minimal {SPM) can 
penilaian audit terakhlr atau pemyataan bersedia untuk diaudlt 

3. Nllal bQbot dokumen 

Nilai bobot dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen admirtistratif yang 

berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL yaltu 
kemampuan untuk mencapainya (Cllpabffity), blsa diterlma (Ac,;eptability'), dapat 
diandatkan (Reliability), dan mengandung daya ungkft yang tlnggl (Leverage). 

Bobot masing-maslng persyaratan administratif secara kesefuruhan sebagai berikut: 



2. AslaUsis{komentar singkat atas masing·maslng dokumen persyaratan admlnlstratif dan 
kesimpulan akhlr yang diambll oleh Tim Penilai sebagaimana Fonnat A.2. 

3. Nllal dart masing·maslng dokumen pe,syaratan admlnlstratif scl>agalmana Format 
A.3.dan Fonnat A.4 • • 

Berdasarbn hosil akhir penilaian torhadap dolwmen per,yaratan admlnistratif SKPDNnll Kerja yang 
mengajukan untuk menerapklln PPK·BWO, Tim Penital membuat Berfta Atara Hasll Penllaian yang 
ditandatangani oleh seturuh at1ggota nm Penll&i yang hadir sebagafmana contoh terlamplr. Serita 
Acara Hasll Penilalon ter>ebut merupakan bahan pertlmbangan/rekomendasi b;!gl Bupatl dalom 
memberikan keputusan penetapan ataupun Surat penolakan ; 
Belita A<ara Hasll Penll&ionterdiri dart : 

I. Serita acara Hasil Penilalan yang memuat hasll keputusan rapat Tim Penllal yang 
berupa pemberian rekomeodasl penerapan atau penolakan PPK·BLUD sebagaimana 
Format A.l. 

V. &RITA ACARA HASIL PENILAIAN 

Jika salah .satu ~rt enam persyaratan adminiStratif tidal< terpenu~, maka permohonan menJadi 
PPK·etUO ditolak dan dapat dfajukan kemball Jlka $eluruh petSyar,Uan sudah terpl!nuhi. 

O.lam hal pe,,etapan status BWD, terdapat batas·batas lleksibilltas sebagal berlkut : 

• Status BLUD bertahap dibcrikan fle~billtos pacja; batas·bat!ss tertentu berkattan dengan Jurnlah 
dana yang dapat dilcelols langsung, pengelo&aan bara,ng, pengek)laan plutang, serta perumusan 
standar, kebijakan, sistem dan prosedvr pengdolaan keua.ngan. 

• Status BLUD bertahap Udak dib«lloln nekslbililas dalam hal pengelolaan lnfestasl, pengelOlaan 
plutang, dan pengadaan barang dao/atau jas,,, 

Batas·batas tertentu tleksibilitas yang dlberikan dan l'll!ksibfJltas yang tldak dlberikan, 
dJtetl9pkan bersamaan dengan penetapan status 8LUO. 

etUD beftahap 
Dltolak 

Belooi terpenuhi s«ara memuasklln 
f -- - • - 
rldak memuasbn 

Memuastan I. 80-100 ---- 2. 60-79 
3. ' Kurang dari 60 

I S@tu, 

-htuopenuh 

Kriteria Nllal 

8. KRITERIA PENILAJAN 

Has:11 a.khlr penBaian dibandingkan dengan kriteria sesual form kriterla yang terdirl dari status, 
kriterfa, haSil penila.lan, keslm.pulan dan status yang cfirekomendasfkan. 

Kmeria te""but yaltu: 



• 

• 

.=.::.==.·············· 
. •.................... ...................... .. ,-.:...······· 

Tanda Tang.an Kedudukan 
dalamTim Jabatan Nama A.nggota 

................ ) 
1. 

~2· 
3. 
4. 
5. 

Pada <harf, tanggal/bulan/t.ahun> telah dladakan rapat Ttn'I Penil.al Usulan Penerapan, 
Peningkatan, Pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah untuk melakukan 
penllalan lerhoclap dol<umen persyoratan admlnlstraijf; 

Nama Sl<PO atau Unit kerja/BLUD 
A&amat 

Surat Usulan 
Hasll Penllalan 

8erdasartan hasll penllaian, T1m PenllaJ memberikan rekomendasl bahwa <nama SKPD/Unlt 
kerja/BLUD >: 

•. BLU penuh 
b. BLU bertahap 
c. Oit~k 
d. Dic:abut 

Demikian Beril.a Acara lnl dlbuat dengan sebenamya dan -tanganl oleh: , ·- _ _,_ _ 

Nonior: ,,,,,,,,.,,, 
Penetapa.n <Nama SKPO atau Unit Kerja> untu:k Menerapkan PPK·BlUO 

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN 
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 

IIADAN l.AYANAN UMUM DAERAH 
dalam rengka 

FORMAT A.I 
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PROSES KERJA TlM PENllAI 

Proses kei,a tlm penilai diil\lstrasikan dam llowthart di bawah lni. 

Fonnat c 
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ltd 
(Ketua Tim Penllal) 

. , . 

o.mikianlah r-asl ini dibuot seba90i dasar pertimbongon Bupad unl:\lk menetapkan SKPO/Un~ 
ICerja meneroptan PPK - BLUD. 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
Dengan catatan: 

e.ntasorkan hasll penllaian temadap dokumen odmlnlstrotif (nama Sl<PO/Unlt Kelja) yang mengaJukan 
permot,onan untuk menjodi PPK - BWO, be= Inf Tim Penllal PPK - BWO Kabupaten Temanggung 
merekomendasl bohwo SKPO/Unlt Kerjo ........ lAYAK meneropl<an PPK - SLUD dengon status (BWO 
Penuh atou BLUO aettahop) . 

Nornor: . 

REXOMEHDASI PEHERAPAN POI.A PENGELOt.AAN ICEUANGAN 
IIADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

TIM PEHII.AJ PPK - IIWD 
Format 0.1 



• 

. . 

c 

nxs 
(Kerua nm PenllaQ 

. , . 

Oemlklanlah rekomendasl lnl dlbuat ~I dasor pertimbangan BupaU unruk menolak (nama 
SKPD/IJnlt Kerja) m..,.,.pkan PPK • BWD. 

• 

..................................................................................................... 

...................................................................................... ················ 

Oengan C.tatan: 

Berdosorkan tiasi penllalan terhadap dol<L.meo admlnlstrati" (nama Sl<PD/IJnlt Kerja) yang menga)ukan 
pennollonan untuk menerapkan PPK - BWD I, maka be<sama lnl nm Penllai PPK - BWD Kabu~n 
Temanggung meretcomendasl bahwa (nama SKPD/Unlt Kerja ) •••••.•• TIOAK I BEWM LAYAK 
mencrapkBn PPK Bl.UO. 

Notnor: ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, . 

REJ(OMENDASI PENERAPAN POlA PENGELOUAN KEUANGAN 
IIADAN LAYANAN UMUM D.llJIAH 

TIM PENILAI PPK - BWD 
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'-- Sebagalmana Fonnat C 

IX. REKOMENDASI PENERAPAN PPK·BLUD 
Sebagaimana Format 0.1 dan 0.2 

VII. DEFINJSI OPERASIONAL 

Definisl Operaslonal dar1 unsur-unsur yang dlnllal sebagalmana FORMAT B 

vtn. PROSES KERJA TIM PENILAJ 

VI. PENETAPAN STATUS BlUD 

J. Penetapan persetuJuan /penolakan penerapan atau penlngkatan, status PPK·BLUD 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap. 

2. Apablla dalam waktu 3 (tiga ) btllan BupaU tldak menetapkan keputusan, usulan 
dianggap dlsetujul. 

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlamp.,ui, p.,Jing lambat I (satu) blrlan sejak 
batas wakt\J 3 (tiga) bulan terfampaui, Bupati menetapkan SKPD atau Unlt Ke,ja 
untuk P"""'•Pi'n a·.:au penlngkatan status PPK·BlUD. 
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• 
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Sebagaimana Format D.I dan D.2 • 

BUPATI T¢11-NGGUNG, 
, 

vm. PROSES KERJA TIM PENILA! r 
\_ Sebagaiinana Format C 

IX. REKOMENDASI PENEHAPAN PPK·BLUD 

VIL DEFINISI OPERASIONAl 

Definisi Operasional dar1 unsur-unsur yang dinilal sebagalmana FORMAT B 

VI. PENETAPAN STAT\J'.i BLUD 

l. Penetapan persetJjuan /penolakan penerapan atau penlngkatan, status PPK·BLUD 

pallng lambat 3 (tlga) bulan sejak usulan dlterima Bupatl secara lengkap. 

2. Apabila dalam waktu 3 (tlga ) bulan Bupatl tidak menetapkan keputusan, usutan 
dlanggap disetlJJul. 

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat I (satu) bulan sejak 
betas waktu 3 (tiga) bulan terlampaul, Bupatl rnenerapkan SKPO atau Unit Kerja 
untuk penerapan etau penlngkatan status PPK·BLUD. 



• 
.. 

I - 

Sebagafmana Format 0.1 dan D.2 • 

- I 
j 

\),...., Sebagaimana Format C 

IX. REKOMENOASJ PENEP.APAN PPK·BLUD 

vm. PROSES KERJA TIM ?ENJLAI 

Vil. DEFINJSI OPERAS!ONAl 

~nnlsi Operaslonal dart uosor-unsur yang dfnlfai sebagafmana FORMAT B 

VI. PENETAPAN STATIJS BLUO 

1. Penetapan persetutuan /penolakan penerapan atau penfngkatan, staM PPK·BLUD 
palfng lambat 3 (tiua) bulan seJak usutan dlterlma Bupatl secera lengkap. 

2. Apabila dalam wakllJ 3 (tiga ) bulan BupaU tidak menetapkan kepullJsan, usufan 
dianggap disetujuJ. 

3. Dalam hal batas ,. .. kill 3 (tiga) bulan terlampaul, paling lambat l (satu) bulan seJak 
batas wal<tu 3 (tiga) bulan terlalT'paUI, Bupati me,,etapkan SKPD atau Unit Ke,ja 
untuk penerapan a~u penlngkatan status PPK·BLUD. 


